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PUTUSAN
Nomor 484/Pdt.G/2015/PA Msb
Fh el able
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat
antara :
umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan
PNS bertempat tinggal di
Dusun , Desa , Kecamatan ,
Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.
Melawan
umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-2,
pekerjaan PNS bertempat tinggal di
Dusun , Desa , Kecamatan ,
Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 484/Pdt.G/2015/PA Msb,

tertanggal 18 November 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari
Sabtu, tanggal 22 Mei 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 102/31/VI11/1999, tanggal 22 Mei 1999.

2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memiliki suratizin cerai dari
Bupati Luwu Timur, Nomor 464.2/4242/BKPPD, tanggal 2 November 2015.
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pustu di Desa
Bayondo, kemudian pindah ke Pustu Desa Lestari dan dikaruniai 5 orang anak
bernama :Anggraeni Widya Ningrum. S binti Drs. Suharno, umur 15tahun, Yudi HS.
Al Zikri bin Drs. Suharno, umur 13 tahun, M. Dzulham Al Habsy bin Drs. Suharno,
umur 10 tahun, M. Fajri Yulianto bin Drs. Suharno, umur 8 tahun dan M. Agus
Irwansyah bin Drs. Suharno, umur 5 tahun kelima anak tersebut ikut dengan
Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, namun setelah membina rumah tangga 10 tahun mulai muncul
perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat mempunyai sifat egois seperti selalu memaksakan kehendaknya dan
apabila Penggugattidak menyetujuinya, Tergugat marah.

- Tergugat telah melakukan transaksi utang piutang dengan orang lain tanpa
sepengetahuan Penggugat.

- Tergugat selalu memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri
meskipun Penggugat dalam keadaan menstruasi dan masa nifas.

5. Bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat cenderung diam dan
pergi menghindari Penggugat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan
permasalahannya tersebut.

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada April 2013, terjadi pisah
tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara
Tergugat di Desa Beringin Jaya, kemudian Tergugat pindah di alamat sebagai
tersebut diatas yang hingga kini sudah dua tahun enam bulan tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan
terbaik adalah cerai.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan

memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 484 /Pdt.G/2015/PA Msb 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untukitu.

4. Membebankan biaya perkara menuruthukumyang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang menghadap
di persidangan, sedang Tergugattidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara initidak dapat dilakukan
proses dimediasi namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati
Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin dari
atasannya berdasarkan Surat Izin Cerai nomor 464.2/4242//0519/BKPPD, yang
dikeluarkan tanggal 02 November 2015 oleh Penjabat Bupati Luwu Timur, oleh karena
itu pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan suratgugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan
alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/31/V11/1999, diterbitkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana,
Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang
saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah,
masing-masing sebagai berikut:

1. Anton Purnomo bin Mawardi, pada pokoknya menerangkan :
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tinggal bertetangga sejak tahun 1999
sampai sekarang.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan
dikaruniai 5 (lima) orang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun
setelah dikaruniai anak kelima, saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan
tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugatdengan
Tergugat.

- Bahwa Penggugatdengan Tergugattelah pisah tempat tinggal selama duatahun,
saksi mengetahuinya karena menyaksikannya.

- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama, dan sejak kepergiannya tersebut saksi tidak pernah
melihat Tergugat datang menemui Penggugat atau melihat Penggugat dan
Tergugat jalan bersama seperti waktu masih rukun.

- Bahwa saksi dan juga keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugatdengan
Tergugat namun tidak berhasil.

2. Maryuni binti Santoso, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sedangkan Tergugat saksi
mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.

- Bahwa dalam pernikahannya Penggugatdengan Tergugattelah dikaruniai 5 (lima)
orang anak.

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan
harmonis akan tetapi sejak setelah sepuluhtahun usia pernikahan, rumah tan gga
Penggugatdengan Tergugattidak harmonis lagi.

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat namun demikian saksi pernah melihat Penggugat

bertengkar dengan Tergugat.
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugattelah pisah tempat tinggal selama dua tahun
disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang
menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi
lagi.

-Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan
dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara
ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimanayang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak
juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah
dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk
melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil Kabupaten Luwu
Timur, telah memperoleh izin dari atasannya dalam hal ini diterbitkan oleh Penjabat
Bupati Luwu Timur, berdasarkan Surat I1zin Cerai Nomor 464.2/4242//0519/BKPPD,
oleh sebab itu secara formil Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat
administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983,
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud
Pertaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat
agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai dengan
Tergugat akan tetapi upayatersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat
mempunyai sifat egois seperti sering marah bila Penggugat tidak menyetujui
keinginannya, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat
juga selalu memaksa Penggugat melakukan hubungan suamiistri padahal Penggugat
dalam keadaan menstruasi dan nifas, bahwa puncak sejak April 2013, Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah dan
hingga kini sudah dua tahun enam bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar
hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2
(dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan
dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal
hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan
telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis
Hakim menilai telah memenuhi syaratformil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan
dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 484 /Pdt.G/2015/PA Msb 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti
mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri, buktimana
sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh
sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan
dibawah sumpah, kedua saksi meskipun tidak mengetahui sebab tidak harmonisnya
rumah Penggugat dengan Tergugatdan menyatakan tidak pernah melihat Penggugat
bertengkar dengan Tergugat, namun demikian kedua saksi menyaksikan dan
mengetahui langsung perihal perpisahan tempattinggal Penggugatdengan Tergugat
yang telah berlangsung selama dua tahun hal mana selama pisah tempat tinggal
antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada
komunikasi lagi, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa saksi dan pihak keluargatelah
berusaha mendamaikan Penggugatdengan Tergugatnamun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, berdasarkan
pengetehuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal
308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata, maka
kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim
menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugatdengan Tergugat adalah suami istri sah.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang
telah berlangsung selama duatahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin
komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh
keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah

untuk membangun atau membentuk kehidupan rumah tangga/ keluarga yang sakinah,
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mawaddah dan rahmah, tujuan tersebut tampak tidak terhayati dalam kehidupan
rumah tangga Penggugatdengan Tergugat karena bagamaina mungkin tujuan mulia
perkawinan sebagai tersebut di atas dapat terwujud bila Penggugat dengan Tergugat
tidak lagi tinggal bersama dalam waktu yang relatif lama (dua tahun) hal mana
perpisahan tersebut ternyata pula berimplikasi pada terputusnya hubungan
komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan
Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun serta akibat
yang ditimbulkan oleh perpisahan tersebut telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975
juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga gugatan
Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan berdasar hukum serta
beralasan.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha saksi dan pihak keluarga untuk
memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan
bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara
maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati
Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai
dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu
mengemukakan dalil syar’i dalam kitab Al-Igna juz Il, yang selanjutnya diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Adlh o2ld) ade 3l lgag 3l dag )l A aae i) 1)
Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim
boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum
serta beralasan sedangkan Tergugatyang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1)
R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan

gugatan Penggugat secara verstek.

Putusan Nomor 484 /Pdt.G/2015/PA Msb 8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugattelah berdasar hukum dan
beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu bain
shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan
Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan
peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
terhadap Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu

Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukiitu.
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5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
676.000,00 (enamratus tujuh puluh enamribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Masamba, pada hari Selasa 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 4 Rabiulawal 1437 Hijriyah, terdiri atas Nahdiyanti, S.HI., sebagai Hakim
Ketua serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Nahdiyanti, S.HI.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H. Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.
Perincian Biaya Perkara:
- Biayapendaftaran: Rp 30.000,00

- Biayaproses :Rp 50.000,00
- Biayapanggilan :Rp 585.000,00
- Biayaredaksi :Rp  5.000,00
- Materai :Rp  6.000,00
Jumlah : Rp 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enamribu rupiah).
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